PERATURAN PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A
NOMOR 87 TAHUN 2007
TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERI NTAH REPUBLI K | NDONESI A DAN
PEMERI NTAH NEGARA QATAR TENTANG PENGH NDARAN PAJAK BERGANDA DAN

PENCEGAHAN PENCGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASI LAN

( AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLI C OF | NDONESI A

AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF QATAR FOR THE AVA DANCE

OF DOUBLE TAXATI ON AND THE PREVENTI ON OF FI SCAL EVASI ON W TH

RESPECT TO TAXES ON | NCOVE)
DENGAN RAHVAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESI DEN REPUBLI K | DONESI A,

Meni nbang:

a. bahwa di Doha, Qatar, pada 30 April 2006 Penerintah Republik
| ndonesi a tel ah nmenandat angani Persetujuan antara Penerintah
Republik Indonesia dan Penerintah Negara Qatar tentang
Penghi ndaran Paj ak Berganda dan Pencegahan Pengel akan Paj ak
atas Penghasilan (Agreenent between the CGovernnent of the
Republic of Indonesia and the Governnent of the State of Qatar
for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of
Fi scal Evasion with Respect to Taxes on |Incone), sebagai hasi
perundi ngan antara Del egasi - del egasi Penerintah  Republik
| ndonesi a dan Penerintah Negara Qatar;

b. bahwa sehubungan dengan itu, perlu nengesahkan Persetujuan
t ersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengi ngat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara
Republ i k I ndonesi a Tahun 1945;

2. Undang- Undang Nonor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian
| nt ernasi onal (Lenbaran Negara Republik |ndonesia Tahun 2000
Nonor 185, Tanbahan Lenbaran Negara Republik | ndonesia Nonor
4012) ;

3. Undang- Undang Nonor 10 Tahun 2004 tentang Penbentukan
Per at ur an Per undang- undangan (Lenbar an Negara  Republik
| ndonesia Tahun 2004 Nonor 53, Tanbahah Lenbarah Negara
Republ i k I ndonesi a Nonor 4389);

MEMUTUSKAN:

Menet apkan :

PERATURAN PRESI DEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERI NTAH
REPUBLI K | NDONESI A DAN PEMERI NTAH NEGARA QATAR TENTANG PENGH NDARAN
PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASI LAN
(AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT COF THE REPUBLI C CF | NDONESI A AND

THE

QOVERNMENT OF THE STATE OF QATAR FOR THE AVA DANCE OF DOUBLE

TAXATI ON AND THE PREVENTI ON OF FI SCAL EVASI ON W TH RESPECT TO TAXES
ON | NCOVE) .



Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Penerintah Republik [|ndonesia dan
Permerintah Negara Qatar tentang Penghindaran Pajak Berganda dan
Pencegahan Pengel akan Paj ak at as Penghasil an ( Agreenent between the
CGovernnment of the Republik of Indonesia and the CGovernnent of The
State of Qatar for the Avoidance of Double Taxation and the
Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on |ncone) yang
tel ah ditandat angani pada tanggal 30 April 2006 di Doha, Qatar yang
naskah aslinya dalam Bahasa |ndonesia, Bahasa Arab dan Bahasa
Inggris sebagainmana terlanpir dan nmerupakan bagian yang tidak
t er pi sahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2
Peraturan Presiden ini mnulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang nengetahuinya nenerintahkan pengundangan
Peraturan Presiden ini dengan penenpatannya dal am Lenbaran Negara
Republ i k | ndonesi a.

D tetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Septenber 2007

PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,
ttd.
DR H SUSI LO BAVMBANG
D undangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Septenber 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI NMANUSI A
REPUBLI K | NDONESI A,
ttd.
ANDI NMATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLI K | NDONESI A TAHUN 2007 NOVOR 114

PERSETUJ UAN
ANTARA PEMERI NTAH REPUBLI K | NDONESI A
DAN
PEMERI NTAH NEGARA QATAR
TENTANG

PENGH NDARAN PAJAK BERGANDA DAN
PENCEGAHAN PENCGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASI LAN

Penerintah Republik Indonesia dan Penerintah Negara Qatar;
BERHASRAT, nengadakan suatu Perset uj uan nengenai penghi ndaran paj ak
berganda dan pencegahan pengel akan paj ak yang berhubungan dengan
paj ak atas penghasil an,



TELAH MENYETWU SEBAGAI BERI KUT:

Pasal 1
ORANG DAN BADAN YANG TERCAKUP DALAM
PERSETUJ UAN

Persetujuan ini berlaku terhadap orang dan badan yang nenj adi
penduduk sal ah satu atau kedua Negara pi hak pada Perset uj uan.

Pasal 2
PAJAK- PAJAK YANG DI CAKUP DALAM
PERSETUJUAN | NI

1. Persetujuan ini berlaku terhadap pajak-pajak atas penghasilan
yang di kenakan ol eh setiap Negara pi hak pada Persetujuan atau
bagi an ketatanegaraan atau penerintah daerahnya, t anpa
menper hati kan cara pernungut an paj ak- paj ak tersebut.

2. D anggap sebagai paj ak-pajak atas penghasilan adalah senua
paj ak yang dikenakan atas seluruh penghasilan, atau atas
bagi an- bagi an penghasi | an, t er masuk paj ak- paj ak at as

keuntungan yang diperoleh dari pem ndahtanganan harta gerak
atau harta tak gerak.

3. Persetujuan ini harus diterapkan terhadap pajak-pajak yang
berl aku sekarang ini, yaitu :

a) dal am hal | ndonesi a:

paj ak penghasil an

(sel anj utnya di sebut sebagai "paj ak I ndonesia")
b) dal am hal Negara Qatar

paj ak penghasil an

(sel anjutnya di sebut sebagai "pajak Qatar").

4. Persetujuan ini akan berlaku pula, terhadap setiap paj ak yang
pada hakekatnya serupa yang dikenakan setelah tanggal
penandat anganan Persetujuan ini sebagai tanbahan terhadap,
atau sebagai pengganti dari pajak-pajak yang ada. Pejabat-
pej abat yang berwenang dari kedua Negara pihak pada
Persetujuan harus saling nenberitahukan satu sama lain
nmengenai setiap perubahan-perubahan penting yang terjadi dal am
per undang- undangan per paj akan ner eka.

Pasal 3
PENGERTI AN- PENGERTI AN UMUM
1. Unt uk kepentingan Persetujuan ini, kecuali jika dari hubungan
kal i mat nya harus diartikan | ain:
(a) 1) istilah "lIndonesia" nmel i puti wi layah  Republik

| ndonesi a sebagai mana ditentukan dalam perundang-
undangannya dan daerah sekitarnya dimana Republik
| ndonesia nmem liki kedaul atan, hak-hak kedaul atan
atau yurisdi ksi sesuai ketentuan-ketentuan Konvensi
Perseri katan Bangsa Bangsa atas Hukum Laut, 1982,
dan

ii) istilah "Qatar" berarti daratan dan perairan dal am
serta teritorial dari Negara Qatar yang ternmasuk



ruang udara di atasnya dan zona ekonom serta |andas
konti nen terhadap nana Negara CQatar nmemliki hak-
hak kedaulatan dan vyurisdiksi sesuai ketentuan
hukum I nt er nasi onal dan hukum hukum serta
per at ur an- per at ur an nasi onal nya,;

(b) istilah "orang/badan" neliputi orang pribadi, perseroan

dan setiap kunpul an dari or ang- or ang dan/ at au
badan- badan yang di perl akukan sebagai suatu entitas
untuk keperluan perpajakan. Dalam hal Qatar, istilah

tersebut ikut neliputi Penerintah Negara Qatar dan
peneri nt ah daer ahnya;
(c) istilah "perseroan" berarti setiap badan hukum atau
setiap entitas yang untuk tujuan penungutan pajak
di per | akukan sebagai suatu badan hukum
(d) istilah "perusahaan dari suatu Negara pihak pada
per setuj uan" dan "perusahaan dari Negara pihak |ainnya
pada Per set uj uan” berarti berturut-turut suatu
perusahaan vyang dijalankan oleh penduduk dari suatu
Negara pi hak pada Persetujuan dan suatu perusahaan yang
di j al ankan ol eh penduduk dari Negara pihak |ainnya pada
Per set uj uan
(e) istilah "lalu lintas internasional" Dberarti setiap
pengangkutan oleh kapal laut atau pesawat udara yang
di | akukan ol eh suatu perusahaan dari suatu Negara pihak
pada Persetujuan, kecuali jika kapal l|aut atau pesawat
udara itu sematamata dioperasikan antara tenpat-tenpat
di Negara pi hak | ai nnya pada Perset uj uan
(f) istilah "pejabat yang bersenang" berarti
i) dal am hal | ndonesi a :
Ment eri Keuangan atau waki | nya yang sah, dan
ii) dalamhal Qatar:
Menteri Keuangan atau wakil nya yang sah;
(g) istilah "warganegara" berarti :
i) setiap orang pribadi yang nenjadi penduduk dar
suat u Negara pi hak pada Perset uj uan
ii) setiap badan hukum persekutuan atau asosiasi yang
karena statusnya nenpunyai kekuatan hukum di suatu
Negara pi hak pada Perset uj uan
(h) istilah "pajak"™ berarti pajak Indonesia atau pajak
Qat ar, bergantung pada masal ahnya.

Sehubungan dengan penerapan Persetujuan ol eh sal ah satu Negara
pi hak pada Persetujuan, setiap istilah yang tidak dirunuskan
dal am Persetujuan ini kecuali jika dari hubungan kali matnya
harus diartikan lain, nenpunyai arti nmenurut perundang-
undangan Negara itu untuk kepentingan perpajakan di mana
Persetujuan ini berlaku, pengertian apapun nenurut perundang-
undangan perpaj akan dari Negara itu yang berlaku nelanpaui
pengertian yang di berikan pada istilah itu menurut perundang-
undangan | ai nnya dan Negara tersebut.

Pasal 4
PENDUDUK



Untuk kepentingan Persetujuan ini, istilah "penduduk suatu

Negara pi hak pada Persetujuan"berarti setiap orang dan badan

yang menur ut perundang- undangan Negara tersebut, dapat

di kenakan pajak Negara itu berdasarkan domsilinya, tenpat

kedi amannya, tenpat kedudukan nanaj enennya ataupun atas dasar

| ai nnya yang sifatnya serupa, dan juga termasuk Negara itu
beserta bagi an ket atanegaraannya atau penerintah daerahnya.

Namun demkian, istilah ini tidak nencakup orang dan badan

yang terutang pajak di Negara tersebut hanya atas dasar

penghasi | an dari sunber-sunber di Negara itu

Ji ka seseorang nenurut ketentuan-ketentuan pada ayat 1 nenj adi

penduduk di kedua Negara pihak pada Persetujuan, maka

statusnya akan ditentukan sebagai berikut :

(a) ia kan dianggap sebagai penduduk Negara di mana ia
menpunyai tenpat tinggal tetap yang tersedia baginya,
apabila ia nenpunyai tenpat tinggal tetap yang tersedia
di kedua Negara, 1ia akan dianggap sebagai penduduk
Negara di mana terdapat hubungan-hubungan pribadi dan
ekonom vyang lebih erat (pusat kepentingan-kepentingan
pokok) .

(b) jika Negara di mana pusat kepenti ngan- kepenti ngan
pokoknya tidak dapat ditentukan, atau jika ia tidak
menpunyai tenpat tinggal tetap yang tersedi a baginya di
salah satu Negara, nmaka ia akan dianggap sebaga
penduduk Negara di mana i a bi asanya berdi am

(c) jika ia mnmenpunyai tenpat kebiasaan berdiam di kedua
Negara pihak pada Persetujuan atau sama sekali tidak
menpunyai di salah satu Negara tersebut naka ia akan
di anggap sebagai penduduk Negara pi hak pada Persetujuan
di mana i a nenjadi war ganegar a;

(d) jika stat us kependudukan seseor ang ti dak dapat
di tentukan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam sub-
ayat (a), (b) dan (c) diatas, naka pejabat-pejabat
berwenang dari kedua Negara pi hak pada Persetujuan akan
menyel esai kan masal ahnya nel al ui per set uj uan ber sama.

Apabi | a berdasarkan ketentuan-ketentuan ayat 1 suatu badan

sel ain orang nerupakan penduduk dari kedua Negara pi hak pada

Per set uj uan, naka pi hak yang berwenang Negara-negara tersebut

akan nenyel esai kan masal ahnya nel al ui per set uj uan ber sana.

Pasal 5
BENTUK USAHA TETAP

Untuk kenpentingan Persetujuan ini, istilah "bentuk usaha
tetap" berarti suatu tenpat usaha tetap dinmana seluruh atau
sebagi an usaha suat u perusahaan dij al ankan.

Istilah "bentuk usaha tetap” terutama neliputi

(a) suatu tenpat kedudukan nenaj anen;

(b) suatu cabang;

(c) suatu kantor

(d) suatu pabrik;

(e) suatu bengkel;

(f) suatu gudang atau tenpat penyinpanan barang sebaga

t enmpat penj ual an;



suatu pertani an atau per kebunan;

suatu tanbang, suatu sumur mnyak atau gas, suatu

penggalian atau tenpat eksplorasi atau eksploitasi

sunber daya alam rig untuk pengeboran atau kapal yang

di gunakan untuk eksplorasi atau eksploitasi sunber daya

al am

Isitilah "bentuk usaha tetap" juga neliputi

(a) suatu bangunan, suatu konstruksi, proyek perakitan atau
proyek instalasi atau kegiatan pengawasan yang ada
hubungan dengan proyek tersebut, tetapi hanya apabila
bangunan proyek atau kegi atan tersebut berl angsung untuk
masa | ebi h dari 6 (enan) bul an;

(b) penberian jasa termasuk jasa konsultan yang dilakukan
ol eh suatu perusahaan nelalui karyawannya atau orang
| ai n yang di pekerjakan ol eh perusahaan itu untuk tujuan
t er sebut, t et api hanya apabi | a kegi at an- kegi at an
tersebut berlangsung (untuk proyek yang sama atau ada
kai tannya) di suatu Negara dal am nasa atau nasa-nasa yang
berjum ah lebih dari 6 (enam bulan dalam jangka waktu
dua bel as bul an.

Menyi npang dari ket ent uan- ket ent uan sebel umya dari Pasal ini,

istilah "bentuk usaha tetap" dianggap tidak neliputi:

(a) penggunaan fasilitas-fasilitas semata-mata dengan maksud
untuk nenyinpan atau menanerkan barang-barang atau
barang dagangan m i k perusahaan;

(b) pengurusan suatu persediaan barang-barang atau barang
dagangan mlik perusahaan semata-mata dengan maksud
unt uk di si npan at au di paner kan;

(c) pengurusan suatu persediaan barang-barang atau barang
dagangan mlik perusahaan semata-mata dengan maksud
untuk di ol ah ol eh perusahan | ain;

(d) pengurusan suatu tenpat usaha tetap semata-nmata dengan
maksud untuk penbelian barang-barang atau Dbarang
dagangan atau untuk mengunpul kan ket erangan-keterangan
bagi keperl uan perusahaan;

(e) pengurusan suatu tenpat usaha tetap semata-nmata dengan
maksud untuk tujuan periklanan atau untuk nenberikan
ket er angan- ket er angan;

(f) pengurusan suatu tenpat usaha tetap semata-mata dengan
maksud nenj al ankan setiap kegi atan |ainnya yang bersifat
persi apan atau penunjang bagi perusahaan;

(g) pengurusan suatu tenpat usaha tetap semata-nmata dengan
maksud untuk nel akukan  gabungan  kegi at an- kegi at an
seperti disebutkan pada sub-ayat (a) sanpai dengan
sub- ayat (f), sepanj ang hasil penggabungan senua
kegi at an- kegi atan tenpat usaha tetap tersebut bersifat
per si apan atau penunj ang.

Menyi npang dari ketentuan-ketentuan ayat 1 dan 2, apabila

orang atau badan-kecuali agen yang bertindak bebas sebagai mana

berl aku ayat 7 terbiasa bertindak di suatu Negara pi hak pada

Perset uj uan atas nama perusahaan yang berkedudukan di Negara

pi hak |ainnya pada Persetujuan, mnaka perusahaan tersebut

di anggap nmem | i ki bentuk usaha tetap di Negara yang di sebut kan

pertama atas kegi at an-kegi atan yang di | akukan ol eh orang atau
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badan tersebut, jika ia:

(a) nmenpunyai atau biasa nelakukan wewenang untuk nenutup
kontrak-kontrak atas nanma perusahaan tersebut, kecuali
kegiatan itu hanya terbatas pada apa yang diatur dal am
ayat 4, yang neskipun dilakukan nelalui suatu tenpat
usaha tetap, tenpat tersebut bukan nerupakan bentuk
usaha tetap sesuali dengan ketentuan ayat tersebut; atau

(b) tidak nenpunyai wewenang seperti itu, tetapi terbiasa
mel akukan  pengurusan persedi aan barang-barang atau
barang dagangan di Negara yang disebut pertama di mana
secara teratur ia nenyerahkan barang-barang atau barang
dagangan atas nama perusahaan tersebut; atau

(c) nmenbuat atau nengol ah di Negara tersebut untuk keperluan
bar ang- barang perusahaan atau barang dagangan mlik
per usahaan.

Menyi npang dari ket ent uan- ket ent uan sebel umya pada Pasal ini,
suatu perusahaan asuransi dari Negara pi hak pada Persetujuan
kecual i dal am hal reasuransi, akan dianggap nenpunyai bentuk
usaha tetap di Negara pihak |ainnya pada Persetujuan jika
perusahaan tersebut nenungut prem di wlayah negara pihak
| ai nnya atau nenanggung resiko yang terjadi disana nelalui
orang atau badan sel ain agen yang berkedudukan bebas terhadap
mana ber| aku Pasal 7.
Suatu perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan
tidak akan dianggap nenpunyai suatu bentuk usaha tetap di
Negara pi hak | ai nnya pada Persetuj uan hanya senmat a- mata karena
perusahaan itu nenjal ankan usaha di Negara pi hak | ai nnya pada
Per set uj uan nel al ui nmakel ar, kom si oner unum at au agen | ai nnya
yang bertindak bebas; sepanjang orang atau badan tersebut
berti ndak dal am rangka kegi atan usahanya yang |azim Nanun
dem ki an, bilamana kegiatan agen dinmaksud seluruhnya atau
hanpir seluruhnya dilakukan untuk perusahaan itu, naka ia
ti dak akan dianggap sebagai agen yang bertindak bebas dal am
pengertian ayat ini.
Jika suatu perseroan yang berkedudukan disuatu Negara pihak
pada Persetujuan nenguasai atau di kuasai ol eh perseroan yang
ber kedudukan di Negara pi hak | ai nnya pada Persetujuan, ataupun
menj al ankan usaha di Negara pihak lainnya itu (baik nelalui
suatu bentuk, usaha tetap ataupun dengan suatu cara |ain),
maka hal itu tidak dengan sendirinya akan berakibat bahwa
salah satu dari Perseroan itu nerupakan bentuk usaha tetap
dari yang | ai nnya.

Pasal 6
PENGHASI LAN DARI HARTA TAK GERAK

Penghasi | an yang di perol eh seorang penduduk dari suatu Negara
pi hak pada persetujuan dan harta tak bergerak (termasuk
penghasi | an yang di perol eh dari pertanian atau kehut anan) yang
berada di Negara pihak |ainnya pada persetujuan dapat
di kenakan pajak di Negara | ain tersebut.

Istilah "harta tak gerak"” akan nenpunyai arti sesuai dengan
perundang- undangan Negara pi hak pada Persetuan dinmana harta
yang bersangkutan berada. |Istilah tersebut neliputi juga



benda- benda yang nenyertai harta tak gerak, ternak dan
peral atan yang dipergunakan dalam wusaha pertanian dan
kehut anan, hak-hak terhadap mana berl aku ket ent uan- ket ent uan
dal am hukum unum nengenai pemlikan atas |ahan, hak nenungut
hasi | at as harta t ak ger ak, serta hak at as
penbayar an- penbayaran tetap atau tak tetap sebagai bal as jasa
untuk pengerjaan, atau hak untuk nengerjakan kandungan
m ner al , sunber - sunber dan sunber-sunber kekayaan al am
| ai nnya. Kapal |aut dan pesawat udara tidak dianggap sebaga

harta tak gerak.

Ket ent uan-ketentuan pada ayat (1) berlaku juga terhadap
penghasi |l an yang diperoleh dari penggunaan secara | angsung,

dari penyewaan, atau dari penggunaan harta tak gerak dalam
bent uk apapun.

Ket ent uan- ket entuan dalam ayat-ayat 1 dan 3 berlaku juga
t er hadap penghasil an yang di perol eh dari harta tak gerak suatu
perusahaan dan terhadap penghasilan dari harta tak gerak yang
di gunakan dal am nenj al ankan pekerjaan bebas.

Pasal 7
LABA USAHA

Laba suatu perusahaan dari Negara pi hak Persetujuan hanya akan
di kenakan pajak di Negara itu kecuali jika perusahaan itu
menj al ankan usaha di Negara pihak |ainnya pada Persetujuan
mel al ui suatu bentuk usaha tetap. Apabila perusahaan tersebut

menj al ankan usahanya sebagai mana di naksud di at as, | aba
perusahaan itu dapat di kenakan pajak di negara |ainnya tetapi
hanya atas bagian |aba yang berasal dari : (a) bentuk usaha

tetap tersebut; (b) penjualan yang dil akukan di Negara | ai nnya
atas barang-barang atau barang dagangan yang sama atau serupa
jenisnya dengan yang dijual nelalui bentuk usaha tetap itu;
atau (c) Kkegi atan-kegi atan usaha |ainnya yang dijal ankan di
Negara lain itu yang sama atau serupa jenisnya dengan yang
di | akukan nel al ui bentuk usaha tetap itu.

Dengan nenper hati kan ketentuan-ketentuan ayat 3, jika suatu
perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan
menj al ankan usaha di Negara pihak |ainnya pada Persetujuan
mel al ui suatu bentuk usaha tetap yang berada di sana, maka
yang akan di perhitungkan sebagai |aba bentuk usaha tetap itu
oleh masing-masing negara ialah, l|aba yang diperolehnya
seandai nya bentuk usaha tetap tersebut nerupakan suatu
perusahaan yang terpisah dan bertindak bebas yang nel akukan
kegi at an- kegi atan yang sanma atau serupa, dalam keadaan yang
sama atau serupa, dalam keadaan yang sama atap serupa, dan
mengadakan hubungan yang sepenuhnya bebas dengan perusahaan
yang nem | i ki bentuk usaha tetap itu.

Dal am nenent ukan besarnya | aba suatu bent uk usaha tetap, dapat
di kurangkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan
usaha dari bentuk wusaha tetap itu termasuk biaya-biaya
pi npi han dan biaya-piaya adm nistrasi umum baik yang
di kel uarkan di Negara dinmana bentuk usaha tetap itu berada
ataupun di tenpat lain, yang diperkenankan berdasarkan
ket ent uan- ket ent uan hukum  donestik Negara  pi hak pada



Per set uj uan di mana bent uk usaha tetap tersebut berada.

Dem penerapan ayat-ayat terdahul u, besarnya | aba bentuk usaha
tetap harus ditentukan dengan cara yang sanma dari tahun ke
tahun, kecuali jika terdapat alasan yang kuat dan cukup untuk
mel akukan penyi npangan.

Ji ka dal am jum ah | aba termasuk bagi an- bagi an penghasi | an yang
di at ur secara tersendiri pada pasal - pasal lain dal am
Persetujuan ini, mnaka ketentuan pasal-pasal tersebut akan
t er pengar uh ol eh ket ent uan- ket entuan pasal ini.

Pasal 8
PERKAPALAN DAN PENGANGKUTAN UDARA

Laba suatu perusahaan dari Negara pi hak pada Persetujuan yang
di perol eh dari pengoperasian kapal laut atau pesawat udara
dalam jalur lalu lintas internasional hanya akan dikenakan
pajak di Negara tersebut dimana tenpat kedudukan manaj enen
ef ektif perusahaan itu berada.

Laba dari pengoperasian didalam suatu Negara pihak pada
Per set uj uan yang di perol eh suatu perusahaan dari Negara pi hak
| ai nnya pada Persetujuan dari pengoperasian kapal |aut atau

pesawat udara dalam jalur lalu lintas internasional dapat
di kenakan paj ak di Negara yang di sebut kan pertana:

Ket ent uan-ketentuan ayat 1 dan ayat 2 berlaku pula terhadap
| aba dari penyertaan dal am suatu gabungan, suatu usaha bersama
atau dari suatu agen operasi internasional

Pasal 9
PERUSAHAAN- PERUSAHAAN YANG MEMPUNYAI
HUBUNGAN | STI MEWA

Apabi | a
(a) suatu per usahaan dari suatu Negara  pi hak pada
Per setujuan bai k secara |angsung naupun tidak |angsung
turut serta dal am nmanaj enen, pengawasan atau nodal suatu
perusahaan di Negara pihak |ainnya pada Persetujuan
at au
(b) orang atau badan yang sama bai k secara |angsung maupun
tidak lahgsung turut serta dalam nmanaj enen, pengawasan
atau nodal suatu perusahaan dati Negara pihak pada
persetujuan dan suatu perusahaan dari Negara pihak
| ai nnya pada Perset uj uan
dan dal am kedua hal itu antara kedua perusahaan di naksud dal am
hubungan dagangnya atau hubungan keuangannya di adakan atau
di terapkan syarat-syarat yang nenyinpang dari yang | azi mya
berl aku antara perusahaan-perusahaan yang sanma sekali bebas
satu sana lain, naka setiap | aba yang seharusnya diterima ol eh
sal ah satu perusahaan jika syarat-syarat itu tidak ada, nanun
tidak diterimanya karena adanya syarat-syarat tersebut, dapat
di t anbahkan pada | aba perusahaan itu dan di kenakan paj ak.
Apabila suatu Negara pihak pada Persetujuan nel akukan
penbetul an atas |aba suatu perusahaan di Negara itu dan



di kenakan pajak dan bagian |aba yang dibetul kan itu adal ah
j uga nerupakan | aba perusahaan yang tel ah di kenakan paj ak di
Negara pi hak | ai nnya pada Persetujuan dan | aba tersebut adal ah
| aba yang nenmang seharusnya diperol eh perusahaan di Negara
yang di sebut pertama seandai nya ber dasarkan syarat-syarat yang
di buat antara kedua perusahaan yang sepenuhnya bebas negara
pi hak |ainnya pada Persetujuan akan nel akukan penyesuai an-
penyesuaian atas jumah laba yang dikenakan pajak dari
perusahaan di Negara pi hak |ai nnya pada Persetujuan tersebut.
Dal am nel akukan penyesuai an- penyesuai an itu, diharuskan untuk
menper hati kan ket entuan-ketentuan |ain dalam Persetujuan ini
dan apabil a di anggap perlu pej abat - pej abat yang berwenang dari
kedua Negara sal i ng berkonsultasi.

Negara pi hak pada Perusahaan tidak akan nel akukan penbetul an
| aba perusahaan sebagai nana di naksud pada ayat (2) apabila
batas waktu yang diberikan ol eh undang-undang masi ng-nasi ng
Negara tel ah dil anpaui .

Pasal 10
Dl VI DEN

D vi den yang di bayarkan ol eh suatu perseroan yang ber kedudukan
di suatu Negara pi hak pada persetujuan kepada penduduk Negara
pi hak | ai nnya pada persetujuan dapat di kenakan paj ak di Negara
| ain tersebut.

Namun dem ki an, dividen tersebut dapat juga di kenakan paj ak di

Negara pihak pada Persetujuan dinmana perusahaan yang
menbayar kan di vi den adal ah penduduknya dan bersesuai an dengan
undang-undang Negara tersebut, namun apabila pemlik saham
yang neni kmati di vi den nerupakan penduduk Negara pi hak | ai nnya
pada Persetujuan nmaka paj ak yang di kenakan ol eh Negara yang
di sebut pertama tidak akan nelebihi 10 (sepuluh) persen dari

jumMah bruto dividen. Ayat ini tidak akan nenpengar uhi

penmaj akan perseroan dal am hubungan dengan | aba sel ain divi den
yang di bayar kan.

Istilah "dividen" sebagai mana digunakan dalam Pasal ini

berarti penghasilan dari saham saham atau hak-hak [ ainnya
yang bukan merupakan surat-surat piutang, yang berhak atas
penbagi an | aba, dem ki an pul a penghasil an | ai nnya dari hak-hak
perseroan yang diperlakukan sama dalam pengenaan paj aknya
sebagai penghasi |l an dari saham saham ol eh undang- undang
per paj akan Negara di mana perseroan yang nenbagi kan di viden itu
ber kedudukan.

Ket ent uan- ketentuan ayat 1 dan 2 tidak akan berlaku apabila
pem | i k saham yang neni kmati di viden, yang nerupakan penduduk
dari suatu Negara pi hak pada Persetujuan, nelakukan kegi atan
usaha di Negara pihak |ainnya pada Persetujuan, dimana
perseroan yang nenbayarkan dividen itu berkedudukan, nelal ui

suatu bentuk usaha tetap yang berada di sana, atau nenjal ankan
pekerjaan bebas dengan suatu tenpat usaha tetap yang berada di

sana dan pemlikan saham saham yang nenghasil kan dividen itu
menpunyai hubungan yang efektif dengan bentuk usaha tetap atau
tenpat usaha tetap itu. Dalam hal dem kian, tergantung pada
masal ahnya berl| aku ket ent uan- ket entuan Pasal 7 atau Pasal 14.



Apabi | a suatu badan yang merupakan penduduk dari suatu Negara
pi hak pada Persetujuan nenperol eh |aba atau penghasilan dari
Negara pihak |ainnya pada Persetujuan, Negara tersebut tidak
dapat nengenakan pajak atas dividen yang dibayarkan oleh
perusahaan, Kkecuali sepanjang dividen itu dibayarkan kepada
penduduk Negara pihak lain tersebut atau sepanjang dividen
tersebut ditujukan kepada "bentuk usaha tetap" atau perwakil an
tetap yang berada di Negara pihak |ainnya tersebut, atau
mengenakan pajak atas |aba perusahaan yang belum dibagi,
meski pun dividen atau Ilaba yang belum dibagi tersebut
sel uruhnya atau sebagi an nerupakan penghasilan yang berasal
dari Negara | ainnya tersebut.

Menyi npang dari ketentuan-ketentuan |ainnya dari persetujuan
ini apabila suatu perseroan yang nenjadi penduduk dari suatu
Negara pihak pada Peretujuan nemliki bentuk usaha tetap di
Negara pi hak |ai nnya pada Persetujuan, |aba dari bentuk usaha
tetap tersebut dapat dikenakan paj ak tanbahan di Negara pi hak
| ai nnya pada Persetujuan sesuai dengan peraturan perundang-
undangannya, nanmun besarnya paj ak tanbahan di naksud tidak akan
nmel ebi hi 10 (sepul uh) persen dari jum ah | aba tersebut setel ah
di kurangkan dengan pajak penghasilan dan paj ak-pajak | ainnya
atas penghasil an yang di kenakan di Negara | ai nnya tersebut.
Ketentuan ayat 6 dari Pasal ini tidak akan nenpengaruh
ket entuan yang terkandung dal am setiap kontrak bagi hasil yang
ber hubungan dengan m nyak bum dan gas, dan kontrak kerja bagi
sektor-sektor pertanbagan |ainnya, yang disepakti oleh suatu
Negara pihak pada Persetujuan, bagian-bagi annya, perusahaan
m nyak bum dan gas negara yang berkaitan atau entitas | ainnya
beserta orang/ badan yang nerupakan penduduk Negara pi hak pada
Per set uj uan | ai nnya.

Pasal 11
BUNGA

Bunga yang berasal dari suatu Negara pihak pada Persetujuan
dan di bayarkan kepada penduduk Negara pi hak pada persetujuan
| ai nnya dapat di kenakan pajak di Negara pihak |ainnya pada
Per set uj uan tersebut.

Namun dem ki an, bunga tersebut dapat pula di kenakan pajak di
Negara pihak pada Persetujuan dinmana bunga itu tinbul
ber dasar kan perundang-undangan di Negara itu, tetapi apabila
penberi pinjaman yang nenerinma bunga adal ah penduduk Negara
pi hak pada Persetujuan | ai nnya paj ak yang di kenakan tidak akan
mel ebi hi 10 (sepuluh) persen dari jumah bruto bunga.
Pi hak-pi hak yang berwenang dari Negara-negara pihak pada
Persetujuan akan nenetapkan cara penerapan penbatasan ini
mel al ui kesepakat an ber sana.

Menyi npang dari ketentuan ayat 2, bunga yang tinbul di Negara
pi hak pada Persetujuan dan berasal dari penerintah Negara
pi hak | ai nnya pada persetujuan termasuk penerintah daerahnya,
bagi an ket at anegaraannya, Bank Sentral atau setiap institus

keuangan yang di kuasai ol eh penerintah, yang nodal nya secara
kesel uruhan dimliki ol eh Penerintah Negara pi hak | ai nnya pada
Per set uj uan, seperti yang telah disetujui dari waktu ke waktu



di antara pejabat yang berwenang Negara pi hak pada Persetuj uan
akan di bebaskan dari pengenaan pajak di Negara yang di sebut
pert ama.

Istilah "bunga" vyang dinmaksud dalam Pasal ini berarti
penghasi | an dari senua jenis tagi han hutang, baik yang dijamn
dengan hipoti k maupun yang tidak, dan bai k yang nenpunyai hak
atas penbagian laba rmaupun vyang tidak dan khususnya,
penghasilan dari surat-surat berharga Negara dan surat-surat
obligasi atau surat-surat hutang, termasuk prem dan hadi ah
yang terikat pada surat-surat berharga, obl i gasi at au
surat-surat hutang tersebut, demkian pula senua penghasil an
yang di per samakan dengam penghasi | an dari negar a- negara di nana
penghasilan itu berasal, termasuk bunga atas penbayaran yang
t ertunda,

Ket ent uan- ketentuan ayat 1 dan ayat 2 tidak akan berlaku
apabila penberi pi njaman  yang meni kmat i bunga tadi
ber kedudukan di suatu Negara pi hak pada Persetujuan, nel akukan
kegi at an usaha di Negara pi hak | ai nnya pada Persetuj uan di mana
tenpat bunga itu berasal, nelalui suatu bentuk usaha tetap
yang berada di sana, atau nenjalankan pekerjaan bebas di
Negara | ai nnya nel al ui suatu tenpat usaha tetap yang berada di
sana, dan tagi han hutang yang nenghasi | kan bunga itu nenpunyai
hubungan yang efektif dengan bentuk usaha tetap atau tenpat
usaha tetap itu, atau dengan kegi atan-kegi atan usaha seperti
di maksud dal am Pasal 7 ayat 1 huruf (c), Dalam hal dem ki an,
tergantung pada masal ahnya, berl aku ket ent uan-ketentuan Pasa

7 atau Pasal 14,

Bunga dianggap berasal dari suatu Negara pihak pada
Per set uj uan apabila yang nenbayarkan bunga adal ah Negara itu
sendiri, bagian ketatanegaraannya, penerintah daerahnya atau
penduduk Negara tersebut Nanmun dem ki an, apabila orang atau
badan yang nenbayar bunga itu, tanpa nenmandang apakah ia
penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan atau tidak

menpunyai bentuk usaha tetap atau tenpat usaha tetap di suatu
Negara pihak pada Persetujuan dimana bunga yang di bayarkan
nmenj adi beban bentuk wusaha tetap atau tenpat usaha tetap
tersebut, maka bunga itu akan dianggap berasal dari Negara
pi hak pada Persetujuan dimana bentuk usaha tetap atau tenpat
usaha tetap itu berada.

Ji ka karena al asan adanya hubungan istinmewa antara penbayar
bunga dengan pem ik yang nmeni kmati bunga atau ant ara keduanya
dengan orang atau badan |ain dengan nenperhati kan besarnya
tagi han hutang yang nenghasil kan bunga itu, jum ah bunga yang
di bayarkan nelebihi jum ah yang seharusnya disetujui antara
penbayar dan pem ik yang neni kmati bunga seandai nya hubungan
istinmewa itu tidak ada, naka ketentuan-ketentuan Pasal ini
akan berl aku hanya atas jum ah yang telah disetujui tersebut.
Dal am hal dem ki an, junl ah kel ebi han penbayaran tersebut akan
tetap dikenakan pajak sesuai dengan perundang- undangan
masi ng- nasi ng Negar a pi hak pada Per set uj uan, dengan
menper hati kan ket ent uan- ketentuan | ainnya dalam Persetujuan
ini.

Pasal 12



ROYALTI

Royalti yang berasal dari Negara pihak pada Persetujuan dan
di bayar kan kepada penduduk dari suatu Negara pihak |ainnya
pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di negara lain
t er sebut .

Namun dem ki an, royalti tersebut dapat juga di kenakan paj ak di
Negara pi hak pada Persetujuan dimana royalti tersebut berasa
dan sesuai dengan undang-undang Negara tersebut, tetapi
apabila pem|ik hak yang neni kmati royalti itu adal ah penduduk
dari Negara pihak |ainnya pada Persetujuan, maka pajak yang
di kenakan tidak nelebihi 5 (lima) persen dari jumah bruto
royalti. Para pejabat yang berwenang dari kedua Negara pihak
pada persetujuan akan nenetapkan cara penerapan mengenai
penbat asan ini nelalui suatu persetujuan bersana.

Istilah "royalti"” dalam pasal ini berarti penbayar an-
penbayar an, apakah periodik atau tidak, dan dal am bentuk atau
nama atau nonenkl atur apapun sepanjang hal tersebut tinbul
sebagai perti nbangan unt uk
(a) penggunaan, atau hak wuntuk nenggunakan, setiap hak
cipta, paten, pola atau nodel, rencana, fornula rahasia
atau proses, nerek dagang atau hak atau properti |ainnya
yang sej enis; atau
(b) penggunaan, atau hak untuk nenggunakan, setiap peral atan
i ndustrial, konersial, atau keil mu pengetahuan; atau
(c) penberian pengetahuan atau informasi keil mu penget ahuan,
tekni kal, industrial, atau konersial; atau
(d) setiap penberian bantuan yang bersifat tanbahan dan
bersubsidi terhadap setiap properti atau hak yang
di maksud dalam subayat (a), setiap peralatan yang
di maksud dal am sub-ayat (b) atau setiap pengetahuan atau
i nformasi yang di naksud dal am sub-ayat (c); atau
(e) penggunaan, atau hak untuk nmenggunakan
i) filmfilmganbar bergerak; atau
i1) filmfilm atau video untuk penggunaan sehubungan
dengan tel evisi; atau
iii) pita-pita rekaman yang di gunakan sehubungan dengan
penyi aran radi o.
Ket ent uan-ketentuan ayat 1 dan ayat 2 tidak berlaku apabila
pi hak yang nmemliki hak nenikmati royalti, yang nerupakan
penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan, nenjalankan
usaha di Negara pi hak |ainnya pada Persetujuan dinmana royalti
berasai, nelalui suatu bentuk usaha tetap yang berada di sana,
atau nmel akukan suatu pekerjaan bebas di Negara lainnya itu
nmel al ui suatu tenpat usaha tetap, dan hak atau harta yahg
menghasil kan royalti itu nenpunyai hubungan yang efektif
dengan bentuk usaha tetap atau tenpat usaha tetap itu atau
dengan kegi at an- kegi at an usaha seperti di naksud dal am Pasal 7
ayat (1) (c). Dalam hal dem ki an, bergantung pada masal ahnya
ber| aku ket entuan Pasal 7 atau Pasal 14.
Royalti dapat dianggap berasal dari Negara pihak pada
Per set uj uah apabi | a penbayarannya adal ah Negara itu sendiri,
peneri ntah daerah atau penduduk dari Negara tersebut. Nanun



dem ki an, apabila orang atau badan yang nenbayarkan royalt
itu, tanpa nemandang apakah ia penduduk suatu Negara pihak
pada Persetujuan atau bukan, nmemliki bentuk usaha tetap atau
tenpat usaha tetap di suatu Negara pihak pada Persetujuan
di mana kewaj i ban nenbayar royalti tinbul, dan royalti tersebut
nmenj adi beban bentuk wusaha tetap atau tenpat wusaha tetap
tersebut, nmaka royalti ini dianggap berasal dan Negara di mana
bent uk usaha tetap atau tenpat usaha tetap itu berada.

Ji ka, karena al asan adanya hubungan istinmewa antara penbayar
dengan pemlik hak yang nenikmati atau antara kedua-duanya
dengan orang atau badan |ain, berkenan dengan penggunaan hak
atau keterangan yang nengaki batkan penbayaran itu, jum ah
royalti yang dibayarkan itu nelebihi jumah yang seharusnya
di sepakati ol eh penbayar dan pem ik hak seandai nya tidak ada
hubungan istinmewa, nmaka ketentuan-ketentuan Pasal ini hanya
akan berl aku terhadap jum ah yang di sebut terakhir. Dalam hal
dem ki an, jum ah kel ebi han penbayaran tersebut akan tetap
di kenakan paj ak sesuai dengan perundang-undangan masi ng- nasi ng
Negar a pi hak pada per set uj uan dengan menper hat i kan
ket ent uan- ket ent uan | ai nnya dal am Per setuj uan ini.

Pasal 13
KEUNTUNGAN DARI PEM NDAHTANGANAN HARTA

Keunt ungan yang diperoleh penduduk suatu negara pihak pada
persetujuan dari pem ndahtanganan harta tak gerak sebagai mana
di maksud dal am pasal 6 dan terletak di negara pihak |ainnya
pada persetuj uan dapat di kenakan paj ak di negara pi hak | ai nnya
t er sebut .

Keuntungan dari pem ndaht anganan harta gerak yang nerupakan
bagi an kekayaan suatu bentuk usaha tetap yang dimliki ol eh
perusahaan dari suatu Negara pi hak pada Persetujuan di Negara
pi hak | ainnya pada Persetujuan atau dari harta gerak yang
mer upakan bagian dari suatu tenpat usaha tetap yang tersedia
bagi penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan di Negara
pi hak lainnya pada Persetujuan untuk rmaksud nel akukan
pekerjaan bebas, termasuk keuntungan dari pem ndaht anganan
bentuk usaha tetap itu (tersendiri atau beserta kesel uruhan
perusahaan) atau tenpat usaha tetap, dapat dikenakan pajak di
Negara pi hak | ai nnya tersebut.

Keunt ungan yang di perol eh perusahaan suatu Negara pi hak pada
Per set uj uan dari pem ndaht angan kapal |aut atau pesawat udara
yang beroperasi di jalur lalu lintas internasional atau harta
gerak yang nenjadi bagi an dan operasi kapal |aut atau pesawat
udara hanya akan dikenakan pajak dinmana tenpat efektif
manaj enen ber ada.

Keunt ungan dan pem ndahtanganan harta |ainnya, kecuali yang
di sebut pada ayat-ayat terdahulu, hanya akan di kenakan paj ak
di Negara pi hak pada Persetujuan di mana orang atau badan yang
mengal i hkan harta tersebut nenjadi penduduknya.

Pasal 14
PEKERIAAN BEBAS



Penghasi | an yang di perol eh penduduk dari suatu negara pihak
pada persetujuan sehubungan dengan jasa-jasa profesional atau
pekerjaan bebas | ainnya hanya akan di kenakan pajak di Negara
itu kecuali apabila ia nenpunyai suatu tenpat usaha tetap yang
tersedia secara teratur baginya untuk nejalankan kegiatan-
kegi atan di Negara pi hak |ainnya pada Persetujuan itu atau ia
berada di Negara pihak lainnya itu selama suatu nasa atau
masa- masa yang nel ebi hi 183 (seratus del apan pul uh tiga) hari
dal am masa dua bel as bul an.

Apabila ia nmenpunyai tenpat usaha tetap tersebut atau berada
di Negara pihak lainnya itu selana masa atau nasa-nmasa
tersebut diatas, mnmaka penghasilan tersebut dapat dikenakan
pajak di Negara pihak lainnya itu tetapi hanya sepanjang
penghasilan itu dianggap berasal dari tenpat usaha tetap
tersebut atau diperoleh di Negara lain itu selama nmasa atau
masa- nasa tersebut diatas.

I stilah "j asa-| asa pr of esi onal " t erut ama mel i puti
kegi at an- kegi at an kei | nupenget ahuan, kesusasteraan, keseni an
pendi di kan atau pengaj aran yang dil akukan secara i ndependen
dem ki an juga pekerjaan-pekerjaan bebas yang dil akukan ol eh
para dokter, ahli teknik, ahli hukum dokter gigi, arsitek dan
akunt an.

Pasal 15
PEKER]JAAN DALAM HUBUNGAN KERIJA

Dengan nenperhati kan ket entuan-ketentuan Pasal -pasal 16, 18

19, 20 dan 21, gaji upah dan inbal an |ainnya yang serupa yang

di perol eh penduduk suatu Negara pi hak pada Persetujuan karena

pekerjaan dal am hubungan kerja hanya akan di kenakan pajak di

Negara itu kecuali pekerjaan tersebut dilakukan di Negara

pi hak |ainnya pada Persetujuan. Dalam hal dem kian, maka

i mbal an yang diterima dari pekerjaan di naksud dapat di kenakan

paj ak di Negara pi hak | ai nnya.

Menyi npang dari ketentuan-ketentuan ayat 1, inbalan yang

diterima atau di perol eh penduduk dari suatu Negara pi hak pada

Persetujuan dari pekerjaan yang dilakukan di Negara pihak

| ai nnya pada Persetujuan, hanya akan di kenakan paj ak di Negara

yang di sebut pertanma apabil a :

(a) penerima inbalan berada di Negara pihak lainnya itu
dalam suatu nmasa atau nasa-masa yang jum ahnya tidak
mel ebi hi 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam
masa dua belas bulan yang dinulai atau diakhiri pada
tahun takw n yang ber sangkut an; dan

(b) inbalan itu dibayarkan oleh, atau atas nanma, penberi
kerja yang bukan nerupakan penduduk Negara pi hak | ai nnya
tersebut; dan

(c) inbalan itu tidak nmenjadi beban bentuk usaha tetap atau
tenpat usaha tetap yang dimliki oleh penberi kerja di
Negara pi hak |ain tersebut.

Menyi npang dari ket entuan-ketentuan sebelummya dalam Pasal

i ni, inbalan yang di perol eh karena pekerjaan yang dil akukan di

atas kapal l|aut atau pesawat udara yang dioperasi kan dal am



jalur lalu lintas internasional oleh suatu perusahaan dari
satu Negara pi hak pada Persetujuan hanya akan di kenakan paj ak
di Negara pihak pada Persetujuan dinmana tenpat kedudukan
manaj enen ef ektif perusahaan tersebut berada.

Upah, gaji, tunjangan dan bonus yang diterima seorang pegawai
perusahaan penerbangan atau pel ayaran dari suatu Negara pi hak
pada Persetujuan dan ditenpatkan di Negara pihak |ainnya pada
Persetujuan akan dikenakan pajak di Negara pihak pada
Persetujuan dinmana tenpat kedudukan manaj enen efektif
per usahaan ber ada, namun apabi |l a suat u per set uj uan
penghi ndar an paj ak berganda ber| aku di antara Negara pi hak pada
per set uj uan | ai nnya dan negara | ai nnya di mana pegawai tersebut
adal ah penduduknya, naka ia akan di kenakan paj ak sesuai dengan
ket ent uan- ket ent uan perset uj uan yang ber| aku.

Pasal 16
| MBALAN PARA DI REKTUR

| mbal an para direktur dan penbayar an- penbayaran serupa | ai nnya
yang di perol eh penduduk Negara pihak pada Persetujuan dal am
kedudukannya sebagai anggota dewan direktur atau setiap organ
lain yang serupa dari perusahaan yang berkedudukan di suatu
Negara pi hak | ai nnya pada Persetujuan dapat di kenakan paj ak di
Negara pi hak | ai nnya tersebut.

Gji, upah dan penbayaran serupa |ainnya yang diperoleh
penduduk Negara pihak pada Persetujuan dalam kedudukannya
sebagai pegawai dalam posisi nmanajerial tingkat atas dar
suatu perseroan yang nerupakan penduduk Negara pihak |ainnya
pada Persetujuan dapat di kenakan paj ak di Negara pi hak | ai nnya
t er sebut .

Pasal 17
PARA ARTI S DAN OLAHRAGAWAN

Menyi npang dari ket ent uan- ket entuan Pasal 14 dan 15,
penghasi | an yang diperoleh penduduk dari Negara pihak pada
Per set uj uan sebagai penghi bur, seperti artis teater, ganbar
bergerak, radio atau televisi, atau pemain nusi k, atau sebagai
ol ahragawan, dan kegi atan-kegi atan pribadi nya yang dil akukan
di Negara pihak lainnya pada persetujuan, dapat dikenakan
paj ak di Negara | ai nnya tersebut.

Apabila penghasilan sehubungan dengan kegi at an-kegi at an
pribadi yang dilakukan oleh penghibur atau ol ahragawan
tersebut diterinma bukan ol eh penghi bur atau ol ahragawan itu
sendiri tetapi oleh orang atau badan |ain, nenyinpang dari
ket ent uan- ketentuan Pasal 7,14 dan 15, naka penghasilan
tersebut dapat dikenakan pajak di Negara pihak pada
per set uj uan di mana kegi at an- kegi at an penghi bur at au
ol ahragawan itu dil akukan.

Menyi npang dari ketentuan-ketentuan ayat 1 dan 2, penghasilan
yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan yang dijelaskan pada
ayat 1 vyang dilakukan dibawah perjanjian budaya atau



kesepakatan diantara Negara pihak pada Persetujuan akan
di kecuali kan dari pengenaan pajak di Negara pihak pada
Per set uj uan di mana kegi at an-kegi atan tersebut dilakukan jika
kunjungan ke Negara tersebut seluruhnya atau pada intinya
ditunjang oleh dana masyarakat dari satu atau kedua Negara
pi hak pada persetujuan, penerintah daerahnya atau |enbaga
publ i knya.

Pasal 18
PENS|I UN DAN PENMBAYARAN BERKALA

Dengan nenperhati kan ket entuan-ketentuan Pasal 19 ayat 2,
pensiun atau inbalan sejenis |ainnya yang di bayarkan kepada
penduduk dari suatu Negara pihak pada persetujuan vyang
ber sunber  dari Negara pinak lainnya pada Persetujuan
sehubungan dengan pekerjaan atau |asa-jasa dalam hubungan
kerja di Negara pihak |ainnya pada Persetujuan di masa | anpau
dan penbayaran berkala yang di bayarkan kepada penduduk dari
sunber diatas hanya akan dikenakan pajak di Negara pihak
| ai nnya itu.

I stilah "penbayaran berkala" berarti suatu jumah tertentu
yang di bayar secara berkala pada waktu tertentu selama hidup
atau selama jangka waktu tertentu atau masa waktu yang dapat
di t ent ukan kar ena adanya kewaj i ban unt uk mel akukan
penbayar an- penbayaran sebagai inbalan yang nenadai dal am
bent uk uang atau yang dapat dinilai dengan uang.

Pasal 19
PEJABAT PEMERI NTAH

(a) )i, upah dan inbalan |ainnya yang sejenis, selain dari
pensiun yang dibayarkan oleh Negara pihak pada
Persetujuan atau penerintah daerahnya kepada seseorang
sehubungan dengan jasa-jasa yang di beri kan kepada Negara
tersebut atau bagiannya atau otoritasnya hanya akan
di kenakan pajak di Negara itu

(b) Namun dem kian, gaji, upah dan inbalan |ainnya tersebut
hanya akan di kenakan pajak di Negara pihak |ainnya pada
Persetujuan apabila jasa-jasa tersebut diberikan di
Negara pihak lainnya itu dan orang tersebut adalah
penduduk Negara itu yang:

i) mer upakan warga negara dari Negara itu; atau
ii) tidak nenjadi penduduk Negara itu semata-nmata hanya
unt uk maksud nenberi kan jasa-jasa tersebut.

(a) Pensiun vyang dibayarkan oleh, atau dari dana vyang
di bentuk ol eh suatu Negara pihak pada Persetujuan atau
peneri ntah daerahnya kepada seseorang sehubungan dengan
jasa-jasa yang diberikannya kepada Negara itu atau
peneri nt ahnya hanya akan di kenakan, pajak di Negara itu.

(b) Namun dem ki an, pensiun tersebut hanya akan di kenakan
paj ak di Negara pihak |airnya pada Persetujuan bilamana
orang tersebut adalah penduduk, dan warganegara dar
Negara pi hak lainnya itu



3. Ket ent uan- ket entuan dal am Pasal 15, 16 dan 18 akan berl aku
terhadap gaji, wupah dan inbalan |ainnya yang sejenis dan
terhadap pensiun, dari jasa-jasa yang diberikan sehubungan
dengan usaha yang dijalankan oleh suatu Negara pihak pada
Persetujuan atau bagian ketatanegaraannya atau penerintah
daer ahnya.

Pasal 20
GURU DAN PENELI TI

Seseorang vyang sebelum kunjungan ke suatu negara pihak pada
Per set uj uan adal ah penduduk Negara pi hak |ainnya pada persetujuan
dan yang atas undangan dari Pemerintah Negara pihak pada
Persetujuan yang disebut pertama atau universitas, akadem,
sekol ah, musium atau | enbaga kebudayaan |ainnya dari Negara pihak
pada Persetujuan yang disebut pertama atau nelalui pertukaran
kebudayaan resm, yang berada di Negara pi hak pada Persetujuan itu
untuk masa tidak lebih dari tiga tahun berturut-turut semata-nata
untuk tujuan nengajar, nenberikan kuliah atau nel akukan penelitian
di | enbaga di maksud akan di bebaskan dari pengenaan paj ak di Negara
pi hak pada Persetujuan itu atas penbayaran untuk kegi atan tersebut,
asal kan penbayaran yang di perol ehnya berasal dari |uar Negara pi hak
pada Persetujuan itu

Pasal 21
PELAJAR DAN PESERTA PELATI HAN

1. Penbayar an- penbayaran yang diterima ol eh pelajar atau peserta
pel ati han bisnis yang nerupakan penduduk atau sesaat sebel um
mengunj ungi suatu Negara pihak pada Persetujuan mnerupakan
penduduk suatu Negara pihak |[|ainnya pada Persetujuan dan
berada di Negara pihak pada Persetujuan yang disebutkan
pertama semata-nmata untuk nengi kuti pendi di kan atau |ati han
yang diterima semata-mata untuk keperluan hidup, pendidikan
atau pelatihan tidak dikenakan pajak di Negara pihak pada
Per set uj uan tersebut, sepanjang penbayar an- penbayaran ter sebut
berasal dari sunber di luar Negara pihak pada Persetujuan
t er sebut .

2. Sehubungan dengan hi bah-hi bah, beasi swa-beasi swa dan i nbal an
dari pekerjaan yang tidak dicakup dalam ayat 1, seorang
pel ajar, peserta pelatihan bisnis yang disebutkan dal am ayat
1, sebagai tanbahan, berhak selama nmasa pendidi kan atau
pel ati han semacam itu di beri kan pengecual i an- pengecual i an yang
sama, keringanan atau pengurangan yang nenyangkut paj ak-paj ak
yang di kenakan terhadap penduduk-penduduk dari Negara yang ia
kunj ungi .

Pasal 22
PENGHASI LAN LAI NNYA

1. Bagi an- bagi an penghasilan penduduk satu Negara pihak pada
Per set uj uan, dimanapun tinbulnya, yang tidak diatur dalam
Pasal - pasal sebelumya dari Persetujuan ini akan di kenakan
paj ak di Negara tersebut.



Ketentuan ayat 1 Pasal ini tidak berlaku bagi penghasilan yang
di perol eh penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan jika
peneri ma penghasilan tersebut nenjalankan usaha di Negara
pi hak pada Persetujuan |ainnnya nelalui suatu bentuk usaha
tetap yang berada di sana, atau nel akukan pekerjaan bebas di
Negara | ai nnya nel al ui suatu tenpat usaha tetap yang berada di
sana, dan hak yang nenberi kan penghasilan tersebut nenpunya
hubungan efektif dengan bentuk usaha tetap atau tenpat usaha
tetap itu.

Dalam hal demkian, tergantung pada nasal ahnya, berl aku
ket ent uan- ket entuan Pasal 7 atau Pasal 14.

Menyi npang dari ket ent uan- ket ent uan ayat 1 dan 2,
bagi an- bagi an penghasi |l an seorang penduduk suatu Negara pi hak
pada Persetujuan yang tidak tercakup dalam Pasal sebel umya
dari Persetujuan dan tinbul di Negara pihak |[|ainnya pada
Persetujuan juga dapat dikenakan pajak di Negara |ainnya
t er sebut .

Pasal 23
METODE PENGH NDARAN PAJAK BERGANDA

Apabila seorang penduduk dari suatu Negara pihak pada
Per set uj uan nenperol eh penghasilan dari Negara pihak |ainnya
pada Persetujuan, jum ah pajak yang terutang di Negara pihak
| ai nnya pada Persetujuan berkenaan dengan penghasil annya
tersebut sesuai dengan ketentuan Persetujuan ini, dapat
di kredi tkan terhadap pajak di Negara Persetujuan yang di sebut
pertama yang di kenakan terhadap orang tersebut. Nanmun jum ah
kredit itu tidak boleh nelebihi jumah pajak di Negara yang
di sebut pettama atas penghasilan yang di hitung sesuai dengan
undang- undang paj ak dan perat uran-peraturan Negara tersebut.
Untuk tujuan penerapan ayat 1 dalam Pasal ini, istilah "pajak
yang di bayarkan di Qatar" dan "pajak yang dibayarkan di
| ndonesi a" akan di anggap neliputi junm ah paj ak yang seharusnya
di bayar di Qatar atau Indonesia bergantung pada nasal ahnya
ji ka pajak tersebut dikecualikan atau di kurangkan berdasarkan
per undang- undangan Negar a pi hak pada Persetujuan tersebut.

Pasal 24
NON- DI SKRI M NAS

Warganegara dari suatu Negara pihak pada Persetujuan tidak
akan di kenakan pajak atau kewajiban apapun sehubungan dengan
pengenaan paj ak di Negara pi hak | ai nnya pada Persetujuan, yang
berbeda atau |ebih nenberatkan daripada pengenaan pajak dan
kewaj i ban- kewaj i ban pi hak, yang di kenakan atau dapat di kenakan
terhadap warganegara dari Negara pihak |ainnya dal am keadaan
yang sana.

Pengenaan pajak atas bentuk usaha tetap yang dimliki oleh
suatu perusahaan dari Negara pi hak pada Persetujuan di Negara
pi hak | ai nnya pada Persetujuan, tidak akan dilakukan dengan
cara yang kurang nmenguntungkan di bandi ngkan dengan pengenaan
paj ak at as per usahaan- per usahaan yang menj al ankan
kegi at an- kegi atan yang sama di Negara pihak [|ainnya itu.



Ketentuan ini tidak dapat ditafsirkan sebagai newaji bkan suatu
Negar a pi hak pada Persetujuan untuk nenberi kan kepada penduduk
Negara pi hak | ai nnya pada persetujuan suatu potongan pri badi
ker i nganan- keri nganan dan pengur angan- pengur angan unt uk
kepentingan pengenaan pajak berdasarkan status sipil atau
tanggung jawab keluarga seperti yang diberikan kepada
penduduknya sendiri .

Per usahaan- perusahaan di suatu Negara pi hak pada persetujuan,
yang nodal nya sebagi an atau seluruhnya dimliki atau di kuasai
bai k langsung atau tidak |angsung, oleh satu atau |ebih
penduduk dari Negara pihak |ainnya pada persetujuan, tidak
akan di kenakan pajak atau kewajiban apapun yang berkaitan
dengan pengenaan pajak di Negara yang disebut pertama yang
berlai nan atau | ebi h nenberat kan dari pada pengenaan paj ak dan
kewaj i ban- kewaj i ban di maksud yang dikenakan atau dapat
di kenakan terhadap perusahaan-perusahaan |ai nnya yang serupa
di Negara yang di sebut pertana.

Kecual i di mana ketentuah Pasal 9 ayat 1, Pasal 11 ayat 7 atau
Pasal 12 ayat 6 ber | aku, bunga, royal ti dan
penbayar an- penbayaran |ain yang dibayarkan oleh perusahaan
dari Negara pihak pada Persetujuan kepada penduduk Negara
pi hak |ainnya pada persetujuan dalam nenentukan |aba yang
dapat di kenakan paj ak atas perusahaan semacam itu akan dapat
di kurangkan dal am kondi si yang sana apabila hal itu di bayarkan
kepada penduduk dari Negara yang di sebut pertana.

Dal am Pasal ini istilah "perpajakan" berarti pajak-pajak yang
mer upakan subyek dari Persetujuan ini.

Pasal 25
TATA CARA PERSETUJUAN BERSANA

Apabila seseorang atau suatu badan nenganggap bahwa
ti ndakan-ti ndakan salah satu atau kedua Negara pihak pada
per set uj uan nengaki batkan atau akan nengaki batkan pengenaan
paj ak yang tidak sesuai dengan Persetujuan ini, maka terlepas
dari cara-cara penyel esai an yang di at ur ol eh
per undang- undangan nasional dari rmasing-masing Negara, ia
dapat nengaj ukan nasal ahnya kepada pejabat yang berwenang di
Negara pihak pada Persetujuan dinmana ia berkedudukan, atau
apabi | a masal ah yang ti nbul nmenyangkut Pasal 24 ayat 1, kepada
pej abat yang berwenang di Negara pi hak pada persetuj uan di mana
ia nmenjadi warganegara. Masal ah tersebut harus diajukan dal am
wakt u dua tahun sejak penberitahuan pertama dari tindakan yang
mengaki bat kan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan
ket ent uan- ket ent uan Per setujuan ini.

Apabila keberatan yang diajukan itu cukup beral asan untuk
di sel esaikan dan apabila atas mmsalah itu tidak dapat
di temukan suatu penyel esaian yang nenuaskan, pejabat yang
berwenang harus berusaha nenyel esai kan' mnasalah itu nelal ui
per set uj uan bersanma dengan pej abat yang berwenang dari Negara
pi hak lainnya pada persetujuan, dengan tujuan untuk
nmenghi ndar kan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan
Per set uj uan i hi .

Paj abat - pej abat yang berwenang dari kedua Negara pihak pada



Per set uj uan dapat berhubungan |angsung satu sama |ain untuk
mencapai  persetujuan sebagai mana di maksud pada ayat-ayat
sebel ummya. Pej abat - pej abat yang berwenang, nel al ui konsul t asi
akan mengenbangkan pr osedur - pr osedur, kondi si - kondi si ,
cara-cara dan teknik-teknik untuk nenerapkan tata cara
per set uj uan bersanma yang di naksud dal am Pasal ini.

Pasal 26
PERTUKARAN | NFORVASI

1. Pej abat - pej abat yang berwenang dari kedua Negara pihak pada
Persetujuan akan nel akukan tukar rnenukar informasi yang
di perlukan untuk nel aksanakan ket entuan-ketentuan dal am
Persetujuan ini atau untuk mel aksanakan undang- undang nasi ona
Negara masi ng-nmasi ng nengenai paj ak- paj ak yang di cakup dal am
Per set uj uan sepanj ang pengenaan pajak nenurut undang-undang
Negara yang bersangkutan tidak bertentangan dengan Perset uj uan
ini, khususnya untuk mnmencegah terjadinya penggel apan atau
penyel undupan paj ak. Setiap informasi yang diterinma ol eh suatu
Negara pihak pada persetujuah harus dijaga kerahasiannya
dengan cara yang sama seperti apabila informasi itu diperoleh
berdasar kan perundang-undangan nasi onal Negara tersebut.
Bagai manapun, informasi yang dianggap rahasia itu hanya dapat
di ungkapkan kepada orang atau badan atau pejabat-pejabat
termasuk pengadilan dan badan-badan admnistratif yang
ber kepentingan dalam penetapan atau penagi han  paj ak,
pel aksanaan undang-undang atau penuntutan, atau dal am
menut uskan keber at an ber kenaan dengan paj ak- paj ak yang di cakup
dalam Persetujuan ini Oang atau badan atau para pejabat
tersebut hanya boleh nenberikan informasiitu untuk naksud
tersebut diatas, nanun dem kian dapat juga nengungkapkan

informasi itu dalam pengadilan unum atau dalam penbuatan
keput usan- keput usan pengadi | an.

2. Ket ent uan- ketentuan ayat 1 tidak ditafsirkan sedem ki an rupa
sehi ngga nenbebankan kepada Negara pihak pada Persetujuan
kewaj i ban :

(a) untuk nelaksanakan tindakan-tindakan admnistratif yang
bertentangan dengan perundang-undanggan atau praktek
adm ni strasi yang berlakudi Negara itu atau di Negara
pi hak | ai nnya pada Perset uj uan

(b) untuk nenberikan informasi yang tidak mungkin diperol eh
ber dasar kan per undang- undangan at au dal am praktek
admnistrasi yang lazim di Negara tersebut atau di
Negara pi hak | ai nnya pada Per set uj uan

(c) untuk nenberikan informasi yang mnengungkapkan rahasia
apapun di bi dang perdagangan, usaha, industri, perniagaan
at au keahl i an at au i nf or masi | ai nnya yang
pengungkapannya bertentangan dengan kebijaksanaan Negara
(ordrepublic).

Pasal 27
PEJABAT DI PLOVATI K DAN KONSULER

Persetujuan ini tidak akan nenpengaruhi hak-hak istinewa di bidang



fi skal dan anggot a-anggota m si diplonmati k dan konsul er berdasar kan
peraturan-peraturan unmum hukum internasional atau berdasarkan
ket ent uan- ket ent uan dal am suat u per set uj uan khusus.

Pasal 28
BERLAKUNYA PERSETUJUAN

Persetujuan ini akan mul ai berl aku pada tanggal terakhir

di | akukannya penberitahuan tertulis ol eh masing-nmasing Penerintah

nmel al ui saluran dipl omati knya, bahwa syarat - syar at f or masi

ber dasar kan konstitusi masing-masi ng Negara pi hak pada Persetujuan

yang di perl ukan untuk menber| akukan Persetujuan ini telah di penuhi.

Ket ent uan- ket entuan dari Persetujuan ini akan berl aku

(a) atas pajak yang dipotong pada sunber penghasilan, untuk
penghasi | an yang di perol eh pada atau setel ah tanggal 1 Januar
tahun takw n berikutnya sesudah berlakunya Persetujuan ini;
dan

(b) atas pajak lainnya atas penghasilan untuk tahun-tahun pajak
yang mulai pada atau setelah tanggal 1 Januari tahun
beri kut nya sesudah tahun berl akunya Persetujuan ini.

Pasal 29
BERAKH RNYA PERSETUJUAN

Persetujuan ini akan tetap berlaku sanpai diakhiri oleh salah satu

Negara pihak pada Persetujuan. Masing-nmasing Negara Pihak pada

Per set uj uan dapat nengakhiri berlakunya Persetujuan ini, nmnelalui

saluran-saluran diplomatik dengan nenyanpai kan penberitahuan

tertulis tentang berakhirnya Persetujuan pada atau sebel um tangga
tiga puluh bulan Juni setiap tahun takw n beri kutnya setel ah j angka
waktu 5 (lima) tahun sejak berl akunya Perset uj uan.

Dal am hal dem ki an, Persetujuan ini akan tidak berl aku | agi

a) atas pajak vyang dipotong pada sunber penghasilan, untuk
penghasi | an yang di perol eh pada atau setel ah tanggal 1 Januar
t ahun t akwi n beri kut nya setel ah t ahun penberit ahuan
ber akhi r nya persetuj uan di beri kan;

b) atas paj ak-pajak lainnya atas penghasilan, untuk tahun-tahun
paj ak yang dinulai pada atau setelah tanggal 1 Januari tahun
takwin berikutnya setelah tahun penberitahuan berakhirnya
Per set uj uan di beri kan

SEBAGAI BWKTI para penandatanganan dibawah ini, vyang telah
menper ol eh kuasa yang sah tel ah nenandat angani Persetujuan ini.

Dl BUAT di Doha pada tanggal 30 April 2006 dal am bahasa | ndonesi a,
Arab dan Inggris. Ketiga naskah nmenpunyai kekuatan hukum yang sana.
Dal am hal terdapat perbedaan penafsiran, maka naskah bahasa Inggris
yang di per gunakan.
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